
1. Dokumen	ini	diterbitkan	sistem	OSS	berdasarkan	data	dari	Pelaku	Usaha,	tersimpan	dalam	sistem	OSS,	yang	menjadi	tanggung	jawab
Pelaku	Usaha.

2. Dalam	hal	terjadi	kekeliruan	isi	dokumen	ini	akan	dilakukan	perbaikan	sebagaimana	mestinya.
3. Dokumen	ini	telah	ditandatangani	secara	elektronik	menggunakan	sertifikat	elektronik	yang	diterbitkan	oleh	BSrE-BSSN.
4. Data	lengkap	Perizinan	Berusaha	dapat	diperoleh	melalui	sistem	OSS	menggunakan	hak	akses.

PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	0301240062735

Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2023	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-Undang	Nomor	2
Tahun	 2022	 tentang	 Cipta	 Kerja	 Menjadi	 Undang-Undang,	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 menerbitkan	 Nomor	 Induk	 Berusaha
(NIB)	kepada:

1. Nama	Pelaku	Usaha : OPA	MUSTOPA
2. Alamat : JL.P.ANTASARI	NO.47	BLOK	KEMUNING	,	Desa/Kelurahan	Plumbon,

Kec.	Plumbon,	Kab.	Cirebon,	Provinsi	Jawa	Barat
3. Nomor	Telepon	Seluler : 87780732590

Email : mustopaopa599@gmail.com
4. Kode	Klasifikasi	Baku	Lapangan	Usaha	Indonesia

(KBLI)
: Lihat	Lampiran

5. Skala	Usaha : Usaha	Mikro

NIB	 ini	berlaku	di	seluruh	wilayah	Republik	 Indonesia	selama	menjalankan	kegiatan	usaha	dan	berlaku	sebagai	Angka	Pengenal
Impor	 (API-P),	 hak	 akses	 kepabeanan,	 pendaftaran	 kepesertaan	 jaminan	 sosial	 kesehatan	 dan	 jaminan	 sosial	 ketenagakerjaan,
serta	bukti	pemenuhan	laporan	pertama	Wajib	Lapor	Ketenagakerjaan	di	Perusahaan	(WLKP).

Pelaku	 Usaha	 dengan	 NIB	 tersebut	 di	 atas	 dapat	 melaksanakan	 kegiatan	 berusaha	 sebagaimana	 terlampir	 dengan	 tetap
memperhatikan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

NIB	ini	merupakan	perizinan	tunggal	yang	berlaku	sebagai:
1. Persetujuan	 penggunaan	 tanda	Standar	Nasional	 Indonesia	 (SNI)	 berdasarkan	 pernyataan	mandiri	 pelaku	 usaha	 dan	 setelah

memperoleh	pembinaan	dan/atau	pendampingan	dari	Pemerintah	Pusat	dan	Pemerintah	Daerah;	dan
2. Sertifikasi	 jaminan	 produk	 halal	 berdasarkan	 pernyataan	mandiri	 pelaku	 usaha	 dan	 setelah	memperoleh	 pembinaan	 dan/atau

pendampingan	Proses	Produk	Halal	(PPH)	dari	Pemerintah	Pusat	dan	Pemerintah	Daerah,
sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

Diterbitkan	di	Jakarta,	tanggal:	3	Januari	2024

Menteri	Investasi	dan	Hilirisasi/
Kepala	Badan	Koordinasi	Penanaman	Modal,

Ditandatangani	secara	elektronik

Dicetak	tanggal:	7	Februari	2025
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PEMERINTAH	REPUBLIK	INDONESIA

PERIZINAN	BERUSAHA	BERBASIS	RISIKO
LAMPIRAN	

NOMOR	INDUK	BERUSAHA:	0301240062735

Lampiran	berikut	ini	memuat	daftar	bidang	usaha	untuk:

No. Kode	KBLI Judul	KBLI Lokasi	Usaha Tingkat
Risiko

Perizinan	Berusaha
Jenis Status Keterangan

1 77400 Sewa	Guna
Usaha
Tanpa	Hak
Opsi
Intelektual
Properti,
Bukan	Karya
Hak	Cipta

JL.P.ANTASARI	NO.47	BLOK
KEMUNING,	Desa/Kelurahan
Plumbon,	Kec.	Plumbon,	Kab.
Cirebon,	Provinsi	Jawa	Barat
Kode	Pos:	45155

Rendah NIB Terbit -

2 16294 Industri	Alat
Dapur	Dari
Kayu,	Rotan
Dan	Bambu

JL.P.ANTASARI	NO.47	BLOK
KEMUNING,	Desa/Kelurahan
Plumbon,	Kec.	Plumbon,	Kab.
Cirebon,	Provinsi	Jawa	Barat
Kode	Pos:	45155	

Usaha	Mikro	berjalan	sejak:	Januari
2010

Rendah NIB Terbit -

3 10393 Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Kedelai	dan
Kacang-
kacangan
Lainnya
Selain	Tahu
dan	Tempe

blok	kemuning,	Desa/Kelurahan
Plumbon,	Kec.	Plumbon,	Kab.
Cirebon,	Provinsi	Jawa	Barat
Kode	Pos:	45158

Rendah NIB Terbit -

1. Dengan	ketentuan	bahwa	NIB	tersebut	hanya	berlaku	untuk	Kode	dan	Judul	KBLI	yang	tercantum	dalam	lampiran	ini.
2. Pelaku	 Usaha	 wajib	 memenuhi	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 sesuai	 Norma,	 Standar,	 Prosedur,	 dan	 Kriteria	 (NSPK)

Kementerian/Lembaga	(K/L).
3. Pengawasan	 pemenuhan	 persyaratan	 dan/atau	 kewajiban	 Pelaku	 Usaha	 dilakukan	 oleh	 Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah	terkait.
4. Lampiran	ini	merupakan	bagian	tidak	terpisahkan	dari	dokumen	NIB	tersebut.
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